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TRANSLITERASI  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan 
 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
16 ط ṭ 
2 ب b 17 ظ ẓ 
3 ت t 18 ع ‘ 
4 ث s 19 غ g 
5 ج j 20 ف f 
6 ح ḥ 21 ق q 
7 خ kh 22 ك k 
8 د d 23 ل l 
9 ذ ż 24 م m 
10 ر r 25 ن n 
11 ز z 26 و w 
12 س s 27 ه h 
13 ش sy 28 ء ’ 
14 ص ṣ 29 ي y 
15 ض ḍ 
   
 
 
 
 
 
 
viii 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda 
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin 
 ٙ  Fathah a 
 ِ  Kasrah i 
 ٔ  Dammah u 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 
gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan  
Huruf 
 ٙي  Fathah dan ya ai 
 ٙو  Fathah dan Wau au 
 
Contoh: 
فيك: kaifa   لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, 
yaitu: 
 
 
 
ix 
Harkat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan tanda 
 ٙ١/ي  Fathah dan alif 
atau ya 
ā 
 ِي  Kasrah dan ya ī 
 ُي  Dammah dan 
waw 
ū 
 
Contoh: 
 قَل قَ : qāla 
ىقَمقَر: ramā 
 قَ يْيقِ  :qīla 
 قُليْوقُ قَيَ  : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah(ة) hidup 
Ta marbutah(ة)yang hidup atau mendapat harkat fathah, 
kasrah dan  dammah,  transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah(ة)mati 
Ta marbutah (ة)yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah 
(ة)diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 
(ة)itu ditransliterasi dengan h. 
 
 
x 
Contoh: 
 ةُ اَوو لْأَ اَف لْأَطاَ لْأَاا:raudah al- atfāl/ raudatul atfāl 
ة اَر َّواَن ةُم لْأَا ةُ اَنلْأَيِد اَم لْأَا: al-Madīnah al- Munawwarah/ 
al-Madīnatul munawarah 
 اَحلْأَلاَط: Talhah 
Catatan: 
Modifikasi: 
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 
tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan 
nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. 
Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 
Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 
dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus 
Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, 
bukan Tasawuf. 
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    Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan  
   Ulama  Aceh dan Majelis Agama Islam Patani) 
Tanggal sidang : 28 juli 2017 
Tebal Skripsi  : 67 
Pembimbing I  : Prof. Dr. H.  Muslim Ibrahim, MA 
Pembimbing II : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag, MH 
Kata Kunci  : Standarisasi Produk Makanan Halal,MPU Aceh 
 
Pengurusan sertifikat halal di Aceh pelaku usaha dapat mengajukan 
permohonan ke Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, 
Kosmetika, dan Makanan (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama 
(MPU) Aceh. “Pengurusan sertifikat halal gratis karena sudah 
disubsidi oleh pemerintah,” SedangkaanMajelis Agama Islam Patani 
Metode yang digunakanOlehMajelis Agama Islam tentang fatwa 
standardisasi produk makanan halal. Apabila sudah buat memeriksa di 
lokasi industri yang telah buat permohonan standarisasi halal maka 
semua pihak Urusan Bagian Halal akan membuat permusyawaratan 
agar bisa mengambil keputusan. Sehingga terdapat perbedaan antara 
cara mendapatkan sertifikat halal di Aceh dan Patani maka kami 
tertarik untuk menjawab pertanyaan“Bagaimana metode penetapan 
Standarisasi Produk Makanan Halal oleh Majelis Permusyawaratan 
Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani” yang bertujuan untuk 
mengetahui sistem penetapan standarisasi produk makanan halal oleh 
Majelis Permusyawaratan  Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam 
Patani. Data penelitian ini,bersumber dari analisis terhadap metode 
pemetapan oleh Majelis permusyawaratan Ulama Aceh, dan Majelis 
Agama Islam. Hasil dari penelitian ini adalah standarisasi produk halal 
di Aceh dan Patani tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah di Aceh 
cara mendapatkan sertifikat halal tidak terkait dengan pusat negara 
Indonesia sehingga dapat megeluarkan produk halal dengan secara 
mandiri. Sedangkan di Patani harus mengajukan kepada pusat 
Thailand yang akan terdapat sertifikat untuk produk makanan halal 
dan akan di fatwa oleh ulama provinsi Patani.   
1 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Islam mengajak manusia supaya makan dari meja besar yang 
disiapkan untuk mereka, yaitu bumi dengan segala kandungannya, 
yang telah diciptakan agar tidak mengikuti langkah dan jalan setan, 
yang seolah tampak indah bagi sebagian orang, supaya mereka 
mengharamkan hal-hal yang baik dan menyeret mereka ke dalam 
jurang kesesatan.
1
 
Dalam kehidupan, manusaia selalu membutuhkan makanan 
sehari-hari. Mereka membutuhkan makanan untuk menembangkan 
jasmani dan rohani. Dalam memilih makanan yang baik, hendaknya 
sebagai umat muslim memilih makanan yang sehat menurut Islam. 
Dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan 
dari mulai mengatur yang halal dan haram, etika makanan, samapai 
mengatur identitas dan kualitas makanan dalam perut. Salah satu yang 
penting ialah larangan mengkosumsi makanan atau minuman yang 
haram. Mengkosumsi yang haram atau belum di ketahui kehalalnnya 
akan berakibat serius baik di dunia maupun di akhirat. Seruan Allah 
kepada umat manusia agar mengkosumsi makanan yan halal lagi baik 
yang dan menyehatkan tidak lain demi tercapainya kemaslahatan bagi 
umat manusia itu sendiri.   
                                                             
1 Yusuf Qardhawi, Halal dan haram dalam Islam, (Surabaya:  Karya 
Utama, 1993.), hlm. 48. 
2 
                             
        
Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu. 
 Mengenai yang dihalalkan dan yang yang diharamkan ini 
sudah sanat jelas ada yang di antara yang halal dan yang haram, atau 
di antara yang boleh dan yang terlarang, terdapat pula sesuatu yang 
bernilai meragukan. Meragukan inilah yang disebut sebagai Syubhat, 
yang mengubah keadaan yang dihalalkan berpotensi menjadi sesutatu 
yang diharamkan jika di lakukan.
2
 
Secara khusus, Islam mengajak orang yang beriman, dengan 
ayat berikut: 
                    
                       
                                                             
2Al-ghazali, Ihya’Ulumiddin, (Ragunan, Pasar minngu, jakarta selatan 
2011), hlm, 131-132.    
3 
                       
              
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya 
kamu menyembah.  Sesungguhnya Allah hanya 
mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 
binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 
Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak 
(pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (QS Al-Baqarah : 172-173) 
 
Di dalam al-Quran telah ditegakan bahwa makanan dan 
minuman yang dharamkan adalah: 
1. Bangkai 
2. Darah 
3. Babi 
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain 
Allah SWT. 
5. Khamar atau minuman yang memabukkan 
  
Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan 
jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini 
pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam 
4 
al-Quran dan Hadis. Namun perkembangan teknologi telah 
menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan. 
Banyak dari bahan-bahan haram terebut yang dimanfaatkan sebagai 
bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai 
produk olahan, karena dianggab lebih ekonomis. Akibatnya kehalalan 
dan keharaman sebuah produk seriangkali tidak jelas karena 
bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini 
menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi syubhat dalam 
arti meragukan dan tidak jelas statusnya.
3
   
 Aceh adalah sebuah wilayah yang terletak diujung barat pulau 
sumatera. Di masa lampau Aceh berjaya menjadi sebuah kerajan Islam 
yang termegah di Asia Tenggara. Dan menetapkan Islam sebagai 
agama resmi dan menjadi hukum Islam menjadi hukum negara yang 
dinamakan hukum syari’at Islam.4 Sedangkan Negara Thailand 
bermayoritas budha, sementara umat Islam Patani yang penduduknya 
sekitar 20% dalam Negara Thailand maka kedua negara tersebut 
diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan 
produk-produk makanan.
5
  
Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan 
diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk 
makanan, yang dengan sertifikat tersebut produsen dapat 
mencantumkan logo halal pada kemasannya. 
                                                             
3Mohhammad Ababilil Mujaddidyn, “Sertifikat Halal Terhadap Produk 
Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Bahan Pengawas Obat 
Dan Makanan (BPOM)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum 
Keluarga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2015.  
 4Hasanuddin Yusuf Adan, Islam Dan Sistem Pemerintahan Di Aceh Masa 
Kerajaan Aceh, (Yayasan Pena Bandar Aceh 2014.), hlm 1.  
5https://www.google.co.id/search?q= struktur penduduk di tiga wilayah 
selatan thailand, akses    tanggal 07/01/2016. 
5 
Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal 
tersebut telah memenuhi kaidah syari’ah yang ditetapkan dalam 
penetapan kehalalan suatu produk makanan, dalam hal ini akan 
berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, 
standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi 
dan auditing, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme 
sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu 
standard dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi 
halal.
6
 Gambaran singkat standardisasi yang dipakai oleh Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh Pengurusan sertifikat halal ternyata 
tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk mendapatkan sertifikat 
tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke Lembaga 
Pengkajian Makanan, Obat-obatan, Kosmetika, dan Makanan 
(LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. 
“Pengurusan sertifikat halal gratis karena sudah disubsidi oleh 
pemerintah,” kata Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin SE MM 
kepada Serambi, seusai menjadi pemateri dalam lokakarya sertifikasi 
kehalalan produk yang berlangsung di MPU Banda Aceh.
7
 
 Sedangkaan Majelis Agama Islam Patani Metode yang 
digunakan Oleh Majelis Agama Islam tentang fatwa standardisasi 
produk makanan halal. Apabila sudah buat memeriksa di lokasi 
industri yang telah buat permohonan standarisasi halal maka semua 
pihak Urusan Bagian Halal akan membuat permusyawaratan agar bisa 
mengambil keputusan.
8
 Berdasarkan latar belakang di atas penulis 
                                                             
6 Miss Pareedah Toden, “Setandardisasi Produk Makanan Halal”. Skipsi  
Fakultas Syriah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2016. 
 7 http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/08/21/13/mpu-aceh-
pengurusan-sertifikat-halal-gratis. 
 8Ibid  
6 
sangat tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut tentang 
"Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi 
Komparasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis 
Agama Islam Patani)". 
1.2  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana metode penetapan Standarisasi Produk 
Makanan Halal oleh Majelis Permusyawaratan Ulama 
Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani. 
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh Majelis 
Permusyawaratan  Ulama Aceh Dan Majelis Agama 
Islam Patani dan mengistinbathkan hukum produk halal. 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui sistem penetapan standarisasi produk 
makanan halal oleh Majelis Permusyawaratan  Ulama Aceh 
Dan Majelis Agama Islam Patani. 
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Majelis 
Permusyawaratan  Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam 
Patani dan menistinbathkan hukum  produk halal. 
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1.4  Penjelasan Istilah 
1.4.1 Metode  
Metode berasal dari bahasa Yunani Metodos Meta artinya 
menuju, melalui, mengikuti, dan hodos artinya jalan, cara atau arah. 
Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan 
tertentu. Arti khusus; cara berpikir menurut aturan atau sistem 
tertentu.
9
 
1.4.2. Standarisasi  
Standarisasi adalah usaha bersama membentuk standar. 
Standar adalah  sebuah  aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan 
tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), 
memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau 
karakteristik  sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode. 
Dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulis, kita 
sering menemukan penggunaan bentuk kata standarisasi di samping 
kata standar. Penggunaan bentuk tersebut terjadi karena sebagian 
orang menganggap bahwa dalam bahasa Indonesia ada kata standar 
yang dapat dibentuk menjadi standarisasi setelah ditambah akhiran –
isasi. Anggapan seperti itu menimbulkan pertanyaan apakah dalam 
bahasa Indonesia ada akhiran –isasi. Jawabannya adalah tidak ada. 
Akhiran–isasi, dari bahasa Inggris–ization, masuk ke dalam bahasa 
Indonesia bersama dengan kata dasarnya, bahwa bentuk standarisasi 
tidak benar. Bentuk yang benar adalah standardisasi karena bentuk 
                                                             
9 Drs. Sudarto, M. Hum Metodologi Penelitian Filsafa , (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada,2002), hlm.41. 
8 
tersebut diserap dari bahasa Inggris standardization. Sementara itu, 
kata standard diserap menjadi standar. Jadi, kedua bentuk itu, standar 
dan standardisasi sama-sama diserap ke dalam bahasa.
10
 
1.4.3. Produk  
Kata produk berasal dari bahasa Inggris product yang berarti 
"sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Dalam 
bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. 
Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke 
sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. 
Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. 
Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan 
dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti 
metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.
11
 
1.4.4. Makanan  
Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan 
setelah dicerna serta diserap tubuh akan berguna bagi kesehatan dan 
kelangsungan hidup.
12
Pangan yang secara jelas dinyatakan haram 
yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih atas nama 
selain Allah SWT, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang 
ditanduk, yang diterkam binatang buas, binatang yang disembelih 
disisi berhala, khamar, segala hal yang kotor dan haram bagi binatang 
yang memiliki taring seperti binatang buas dan yang memiliki cakar 
                                                             
10 Miss Pareedah Toden, “Setandardisasi Produk Makanan Halal”. Skipsi  
Fakultas Syriah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2016. 
11 Miss Pareedah Toden, “Setandardisasi Produk Makanan Halal”. Skripsi 
Fakultas Syriah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2016. 
12  Proyek Pembinan Dan Sarana Peguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilm 
Figh,(Jakarta Direktorat Pembinaan Peguruan Tinggi Agama Islam), hlm. 525  
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seperti bangsa burung. Allah SWT telah memerintahkan manusia 
dalam ayat al-Quran untuk mengkonsumsi makanan yang halal, dan 
wajib menghindari pangan yang haram.
13
 
1.4.5. Halal 
Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang, 
atau tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Sedangkan thoyyib 
artinya bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Kita diharuskan 
makan makanan yang halal dan thoyyib, artinya kita harus makan 
makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak 
merusak kesehatan. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan 
minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja 
yang diharamkan. Yang haram itupun menjadi halal bila dalam 
keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila 
dikonsumsi melampaui batas.
14
 
Makanan halal merupakan pangan yang memenuhi syari'at 
agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang 
digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat 
dikonsumsi oleh orang Islam (Muslim) tanpa menimbulkan dosa. 
Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT.
15
 
  
 
                                                             
13Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Ikhtiar Baru Van 
Hoeve, 1996), hlm. 1071. 
14 Riwan Nurdin Hukum Islam Kontemporer (University Teknologi Mara 
Melaka,  2015),  hlm. 263 
15.Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Ikhtiar Baru Van 
Hoeve, 1996), hlm.505. 
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1.5  Kajian Pustaka 
Setelah penulis mengadakan tinjauan pustaka sesungguhnya 
telah ada yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan 
standardisasi fatwa halal produk makanan. 
Dari beberapa buku atau skripsi yang penulis baca, banyak 
pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan 
selanjutnya, Adapun setelah penulis mengadakan suatu kajian 
kepustakaan, akhirnya penulis menemukan beberapa bahasan tentang 
Standardisasi Fatwa Halal Produk Makanan  tersebut adalah: 
Buku karya Muhammad Hasbi. Diterbitkan Oleh Syari'ah 
Press IAIN STS JAMBI, dengan Judul "Nalar Fiqih Kontemporer". 
Dalam buku ini telah menjelaskan bahawa Majelis Ulama 
mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa "daging hewan yang 
disembelih dengan mesin itu halal dimakan jika dilakukan oleh 
pekerja muslim dengan terlebih dahulu mungucapkan bismillah pada 
saat semestinya". Selanjutnya fatwa itu mengatakan bahwa cara yang 
demikian itu lebih mendekati ajaran Nabi daripada cara yang 
tradisional dalam hal mengurangi penderitaan hewan-hewan yang 
dipotong. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Othman bin 
Ishak, seorang pakar perundangan Islam Malaysia, yang mengatakan 
bahwa syara' tidak melarang penggunaan alat/ teknologi modern untuk 
menyembelih hewan selama alat itu dapat mengalirkan darah seperti 
pisau dan lain-lain yang dapat merenggut nyawa, bukan disebabkan 
tercekik atau sebagainya, serta penyembelihan tersebut dilakukan oleh 
orang Islam atau ahl al-kitab. Pendapat ini sesuai dengan penjelasan 
Rasulullah s.a.w. yang menyatakan bahwa tiap-tiap benda yang dapat 
11 
mengalirkan darah dan disertai membaca bismillah waktu 
menyembelihnya, maka bolehlah kamu makan, kecuali menyembelih 
dengan menggunakan gigi dan kuku. Hal ini tidak disebutkan secara 
khusus dalam fatwa tersebut. 
Fatwa daging hewan yang dijual dalam keadaan sudah 
disembelih maka hendaknya terlebih dahulu diketahui asal-usul 
penyembelihannya sekalipun melalui berita (dari orang) yang dapat 
dipercaya. Apabila sudah diketahui bahwa hewan itu disembelih oleh 
orang Islam, seperti daging hewan yang disembelih di tempat 
pemotongan resmi di negeri Islam, atau menurut berita dari orang 
yang bisa dipercaya, maka hukumnya (memakannya) halal, Tetapi, 
apabila tidak diketahui siapa yang menyembelihnya, sementara yang 
menjual daging tersebut adalah musyrik, maka hukumnya haram.
16
 
Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa kita tidak perlu 
bertanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita, hanya saja, bila 
kita mengetahui bahawa makanan itu dari orang ahl al-kitab, kita 
boleh memakannya dengan menyebut nama Allah (basmalah). 
Majelis Ulama mengeluarkan sebuah fatwa seperti, 
menyatakan bahwa: apabila makanan yang menggunakan bahan 
pengawet itu jenis buah-buahan atau sayur-sayuran ataupun terbuat 
dari ikan maka ia halal dimakan, karena ia bersumber dari bahan yang 
halal, kecuali bahan pengawetnya itu dicampuri dengan benda najis 
maka ia haram dimakan. 
                                                             
16 Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jambi: Syariah Press 
IAIN STS, 2007), hlm. 164-167. 
12 
Fatwa itu mempunyai implikasi yang jelas, yakni orang tidak 
ragu-ragu lagi untuk membeli bahan makanan yang diproduksi baik 
itu hasil produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, 
khusus masalah makanan yang “dikemas”, mereka hanya merujuk 
kepada label “halal” yang ada pada kemasannya.17 
Skripsi karya Alif Afiq bin Yusup NIM 121736, dengan judul 
“Peranan Unit Penguatkuasaan Halal Jabatan Agama Islam Sarawak 
(JAIS) Dalam Halalisaasi Produk Makanan Di Sarawak Malaysia”. 
Skripsi ini membahas tentang peranan unit penguatkan halalisasi 
produk makanan khusus di Sarawak Malaysia. Pihak Jabatan Agama 
Islam Sarawak turut memainkan peranan yang penting untuk 
membuka minda masyarakat Islam khusus yang tinggal di negeri 
Sarawak betapa penting menjaga kualiti logo halal.
18
 Dan Skripsi 
karya Dimas Bayu Murti NIM 3450406041, dengan judul "Peran 
LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal pada 
Produk Makanan Yang Beredar di Pasaran". Dalam peran pengawasan 
LPPOM MUI hanya bersedia mengawasi produk halal yang sudah 
tersertifikasi saja sedangkan produk yang belum tersertifikasi 
pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada BPOM. Hal ini 
mengakibatkan situasi yang membingungkan dalam menentukan 
pihak mana yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan 
label halal di pasaran.
19
 
                                                             
17Ibid.hlm. 168-171 
18Alif Afiq bin Yusup, Peranan Unit Penguatkuasaan Halal Jabatan 
Agama Islam Sarawak (JAIS) Dalam Halalisaasi Produk Makanan Di Sarawak 
Malaysia, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi tidak 
diterbitkan, 2014. 
19Dimas Bayu Murti , Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai 
Jenis Label Halal pada Produk Makanan Yang Beredar di Pasaran, Universitas 
Negeri Semarang, Skripsi tidak diterbitkan, 2013. 
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Secara kesimpulannya, kesemua tinjauan pustaka yang 
digunakan penulis tidaklah secara khusus mengkaji berkenan judul 
skripsi yang diangkat penulis yaitu,"Perbandingan Majlis 
Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majlis Agama Islam Patani  
Dalam Menetapkan Standardisasi Produk Makanan Halal ". karena 
sepanjang penelitian penulis belum ada buku yang dijumpai 
membahas dengan lebih mendalam berkenaan judul tersebut yang 
khusus tertumpu pada provinsi Patani dan Aceh. 
1.6.  Metode Penelitian  
Setiab penelitian sebuah ilmu harus menggunakan teknik dan 
metode yang tertentu. Karena dalam pesyusunan karya ilmiah, teknik 
dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai 
tujuan secara efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi 
mutu dan kualitas dan tulisan tertentu. 
1.  Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 
Analisis deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendapatkan informasi 
tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil 
penelitian yang dilakukan di lingkungan tempat penelitian yaitu di 
Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Thailand Selatan) dan (Malis 
Permusyawaratn Ulama Aceh). 
2.  Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian, pengumpulan data merupa suatu hal yang 
sangat penting. Seseorang penelitian akan sulit melakukan penelitian 
terhadab objek yang menjadi bahan penelitian fakta-fakta yang 
14 
mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1.  Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penulis langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data 
hasil pengamatan atau informasi dari responden. Kaidah penelitian ini 
membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan 
terbaru serta berperan menguatkan informasi yang diperoleh dari 
bahan bacaan. Penulis telah mengadakan penelitian lapangan di 
Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan Majlis Permusyawaratan 
Ulama Aceh. Adapun, kaidah ini juga digunakan untuk mendapatkan 
informasi tambahan dan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. 
Responden yang di wawancara adalah pegawai Urusan Bahagian 
Halal Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan Majlis 
Permusyawaratan Ulama Aceh serta mereka yang mengetahui 
berhubung fatwa ini. 
2.  Penelitian Pustaka (Library Research) 
Kaedah penelitian ini penting dalam mengumpulkan data dan 
informasi bagi penelitian ini terhadap semua bab telah menjadi 
pedoman kepada penulis dapat mengetahui dengan lebih rinci tentang 
apa yang bakal dikaji dalam penelitian ini. Penulis telah memperolehi 
informasi dari bahan bacaan seperti buku, majalah jurnal, hasil 
penelitian, kertas kerja seminar dan sumber-sumber buku lain. 
3.  Teknik Pungumpulan Data  
 Dalam Metode Pengumpulan Penulis Menggunakan Data 
Primer Dan Data Skunder  Yaitu: 
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a.  Data primer  
 penelitian ini adalah kelompok yang mengadakan Penetapan 
Standardisasi Produk Makanan Halal (Studi Komparasi Majelis 
Permusyawaratan  Ulama Aceh Dan Majlis Agama Islam Patani) ini. 
Seterusnya, ialah data yang berkenaan dengan standardisasi  fatwa 
halal produk makannan dan hukum yang berkaitan dengannya hasil, 
Fatwa oleh Majelis Agama Islam Patani Dan Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang “Penetapan Standardisasi 
Produk Makanan Halal”. Adapun sumber datanya adalah peristiwa-
peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan informasi maupun 
keterangan yang diperoleh dari penelitian lapangan. 
1.  Opseravasi 
 Yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati atua 
mencatat secara sistematik gejala-gajala yang diselidiki. Maka penulis 
akan mengamati secara langsung ke  Majelis Agama Islam Wilayah 
Patani
20
 dan Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh. 
2.  Wawancara 
 Wawancara adalah suatu percakapan yang di arah dengan 
maksud tertentu yang bertujuan bukan untuk mendapatkan suatu 
keputusan dalam percakapan. Teknis yang paling esensial adalah 
dengan wawancara pihak-pihak yang terdekat, seperti ulama-ulama 
yang terhormat di Patani maupun Aceh dan juga dengan pegawai 
                                                             
 20 Miss Khoteeyoh Enodai, Kaitan Nusuz Terhadab Implementasi Nafkah 
Iddah Dalam Talak Ra’i. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. 
Banda Aceh 2015.  
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Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan Majelis Permusyawaratan 
Ulama Aceh. 
b.  Data Skunder 
  Data sekunder telah dilakukan dengan mencari dan 
mengumpulkan data melalui informal secara tertulis ataupun gambar-
gambar yang berhubung dengan masalah-masalah penelitian dan data-
data informasi mengenai penelitian berjudul "Penetapan Standardisasi 
Produk Makanan Halal (Studi Komparasi Majelis Permusyawaratan  
Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)” Penulis telah 
menggunakan buku-buku ilmiah sebagai pendukung kepada data 
primer. 
c.  Data Tersier 
 Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat digunakan 
sebagai bukti atau keterangan. Penulis pengumpulan bahan-bahan 
melalui dokumen yang tertulis berhungan dengan penulis ini dari 
pegawai-pegawai yang bersangkutan seta mengambilinformasi dari 
alamt web internet. Metode ini diguanakan bertujuan untuk 
memperkuatkan data-data yang sudah ada. 
 Adapun buku yang menjadi rujukan karya ilmiah dalam 
penelitian ini adalah buku Panduan Penulis Skipsi Dan Laporan Akhir 
Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 
Darusalam Banda Aceh 2013. 
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1.7.   Sistematika Penelitian 
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada empat bab, setiap 
babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas 
permasalahan-permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan 
antara sub bab dan bab berikutnya. Bab satu merupakan pendahuluan 
yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, penjelasan istilah metode penelitian dan sistematika.  
Bab dua akan membahas tentang Pengertian Makanan Halal 
Menurut Hukum Islam, Makanan-makanan Yang Dihalalkan Dalam 
Al-Qur’an, Makanan-makanan Yang Dibolehkan As-Sunnah, Metode 
Ulama Figh dalam Penetapan Produk Makanan Halal. 
Bab tiga akan di bahas tentang Komposisi Geografi Pronvinsi 
Pattani, Sejarah Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh, Pengertian 
setandardisasi Produk Makanan Halal Menurut MPU, Metode Fatwa 
Ulama Patani dan MPU, Mekanisme Penetapan Standardisasi Produk 
Makanan Halal Dari Fatwa Ulama Patani dan MPU. 
Bab empat adalah penutup, bab ini merupakan bab yang 
terakhir dari pembahasan mengenai isi skipsi ini. Di dalamnya penulis 
akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran 
dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap revelan daengan 
pembahasan skipsi ini.   
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BAB DUA 
GAMBARAN KONSEP MAKANAN HALAL 
MENURUT HUKUM ISLAM 
2.1.  Pengrtian Makanan Halal Menurut Hukum Islam 
Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh 
aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai 
kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, melainkan juga 
menimbulkan sejumlah persoalan. Aktifitas yang beberapa waktu lalu 
tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal 
itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat 
Islam di berbagai negeri, termasuk Indonesia, pada dasawarsa terahir 
ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, 
setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai 
produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, 
bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran hukum 
Islam. 
Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat 
adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-
obatan dan kosmetika. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar 
produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan 
kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci 
dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. 
Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai dengan 
firman Allah SWT sebagai berikut:
1
 
                                                             
1
 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia 
(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010) hlm. 9-10 
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                     
                    
Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah : 168)
2
 
 Berdasarkan ayat tersebut, telah kita ketahui bahwa sebagai 
manusia yang hidup di muka bumi ini, sebagai salah satu makhluk 
ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih 
dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan 
kesehatan kita sendiri. Dan janganlah kita memakan makanan yang 
haram dan tidak baik bagi jiwa maupun kesehatan kita, karena itu 
merupakan langkah syaitan dan tidak dianjurkan oleh sang pencipta, 
sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan adalah makhluk halus yang 
tidak di ridhoi oleh Allah. 
 Kata halalan, bahasa Arab, berasal dari kata halla, yang berarti 
„lepas‟ atau „tidak terikat‟ secara etimologi kata halalan berarti hal-hal 
yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan 
ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala 
sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. 
 Sedang kata thayyib berarti „lezat‟ „baik‟ „sehat‟ 
‘menentramkan‟ dan paling utama, dalam konteks makanan thayyib 
berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak 
(kadaluarsa), atau tercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan 
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sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan 
mengkonsumsinya yang tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga 
ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan 
aman. Berbicara mengenai halal, di dalam al-Qur‟an selalu diikuti 
oleh thayyib. Karena itu dalam bab ini, terlebih dahulu akan dibahas 
makna halal dan thayyib dalam ayat-ayat al-Qur‟an, kemudian 
pengaruh teknologi terhadap kehalalan dan keharaman, dan berakhir 
dengan pengaruh halal dan thayyib terhadap rohani dan jasmani. Halal 
dan thayyib penting diketahui sebelum memasuki pengertian pengaruh 
teknologi terhadap keharaman makanan masa kini.
3
 
 Menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram 
terbagi menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok 
pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang 
yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara 
penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. 
Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. 
Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan 
oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak di potong secara 
syar‟i; sedang yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan 
atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu 
dan sebagainya.
4
  
 Dalam sebuah sumber buku yang disusun oleh Kantor Menteri 
Negara Urusan Pangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Islam 
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21 
telah menetapkan kriteria makanan yang dapat dikonsumsi oleh 
manusia. Secara umum dikatakan dalam al-Qur‟an bahwa umat Islam 
hendaknya memakan makanan yang halal dan thayyib. Makanan 
dinyatakan halal apabila tidak dinyatakan secara jelas dalm al-Qur‟an 
atau hadits bahwa makanan tersebut dilarang. Larangan itu 
dimaksudkan agar umat Islam tidak memakan makanan yang akan 
membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan fisik dan 
jiwanya. Dengan kata lain, Islam mengatur masalah makanan dengan 
maksud untuk kemaslahatan umat manusia. Penjelasan lain 
mengatakan bahwa “makanan halal menurut hukum Islam yaitu 
makanan yang halal pada zatnya, halal dalam ataupun cara 
memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya”. Dengan 
katalain makanan itu harus halal mutlak.5 Hal ini sesuai firman Allah 
SWT sebagai berikut: 
                      
         
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. (QS An-nisa: 29).6 
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 Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah SWT 
menganjurkan kepada umat Islam untuk memakan segala sesuatu 
(makanan) yang halal, yang perolehannya pun dengan cara yang halal 
bukan dengan cara yang bathil, salah satu cara untuk mendapatkannya 
yaitu dengan cara perdagangan / perniagaan. 
Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula 
sebagai makanan yang thayyib, yakni makanan yang mempunyai cita 
rasa yang lezat, bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa 
dampak yang buruk pada tubuh orang yang memakannya, baik fisik 
maupun akalnya. Adapun konsep thayyib dalam ajaran Islam sesuai 
dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi adalah 
sebagai berikut:  
1. Sehat; makanan sehat adalah makanan yang 
mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap dan 
seimbang. 
2. Proporsional; yaitu mengkonsumsi makanan yang 
bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang 
berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya 
janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan 
makanan yang mengandung zat pembangun (protein). 
3. Aman; makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan 
berpengaruh terhadap kesehatan dan ketahanan 
fisiknya. Apabila makanan itu sehat, lengkap dan 
seimbang, maka kondisi fisik orang yang 
mengkonsumsinya akan selalu sehat dan terhindar 
dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, 
apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok 
dengan kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi 
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penyebab timbulnya berbagai penyakit dan bahkan 
mungkin akan membawa kepada kematian.
7
 
 
2.1.1. Definisi Makanan dan Minuman 
Makanan bahasa Arabnya adalah tha‟am. Adapun pengertian 
tha‟am secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan yang 
dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, 
gandum halus, dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala 
sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-
buahan, serta hewanhewan yang boleh dimaakan, baik hewan darat 
maupun hewan laut. Sedang minuman dalam bahasa Arabnya adalah 
syarab. Sementara syarab adalah sebutan untuk segala yang diminum 
dari jenis apapun, baik air maupun selainnya, dan dalam keadaan 
bagaimana pun. Setiap sesuatu yang tidak dikunyah untuk menelannya 
maka disebut sebagai minuman.
8
 
Para fuqaha kadangkala menggunakan kata ath‟imah untuk 
menyebut segala sesuatu yang dimakan dan diminum, kecuali air dan 
minum-minuman yang memabukkan. Hukum asal makanan adalah 
halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Allah berfirman: 
                   
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Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kalian. (QS Al-Baqarah : 29)9 
                      
                
Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 
(memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berlebih-lebihan. 
2.1.2 Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam 
 
Seperti penjelasan diatas, mengenai syarat-syarat makanan 
halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu: 
1. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi. 
2. Tidak mengandung khamar dan produk turunannya. 
3. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan 
halal yang disembelih menurut tata cara syari‟at 
Islam. 
4. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang 
diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, 
darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, 
kotoran dan lain sebagainya. 
5. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, 
pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal 
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tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak 
halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak 
halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk 
produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan 
sesuai dengan cara yang diatur menurut syari‟at Islam. 
Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan 
tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.
10
 
Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (thayib) 
merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap 
orang yang beriman.Perintah ini dapat disejajarkan dengan bertaqwa 
kepada Allah. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan halal 
dengan dilandasi iman dan taqwa karena mengikuti perintah Allah 
SWT merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan 
kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengkonsumsi yang haram 
merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan 
keburukan baik dunia maupun akhirat. 
Di dalam al-Qur‟an telah ditegaskan bahwa makanan dan 
minuman yang diharamkan adalah: 
1. Bangkai 
2. Darah 
3. Babi 
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain 
Allah SWT 
5. Khamr atau minuman yang memabukkan 
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Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan 
jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini 
pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam 
al Qur‟an dan Hadits. Namun perkembangan teknologi telah 
menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan. 
Banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang dimanfaatkan sebagai 
bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada berbagai 
produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis. Akibatnya kehalalan 
dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur 
aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini 
menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi syubhat dalam 
arti meragukan dan tidak jelas status kehalalannya.
11
 
2.1.3 Pengaruh Makanan Halal terhadap Aktivitas Manusia 
a. Mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal 
Makanan yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat 
yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, 
seperti karbohidrat sebagai sumber energi protein hewani 
maupun nabati untuk membangun jaringan tubuh, 
termasuk sel otak, serta memperbaiki bagian-bagian yang 
sudah aus maupun yang rusak. 
b. Mempengaruhi sifat dan perilaku 
Badan manusia tersusun atas anggota tubuh, yang masing-
masing anggota atau organ tubuh itu tersusun pula atas 
jaringan-jaringan dan sel-sel. Pada lingkup sel tubuh, ada 
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bagian yang disebut dengan gen, yang membawa dan 
membentuk sifat dan perilaku manusia. Selain itu, aktifitas 
tubuh manusia digerakkan dan koordinasikan oleh fungsi 
syaraf dan hormon. 
c. Mempengaruhi perkembangan anak-keturunan 
Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang juga 
akan mempengaruhi pertumbuhan sperma maupun ovum. 
Setelah terjadi pembuahan, ovum yang telah dibuahi akan 
tumbuh menjadi janin yang bersemayam di dalam 
kandungan ini pun, makanan yang dikonsumsi oleh sang 
ibu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin. 
d. Mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan 
doa 
Tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama 
di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdi 
kepada Allah SWT, seperti firmanNya di bawah ini: 
                   
Artinya: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang 
dikatakan itu. sebenarnya mereka adalah kaum yang 
melampaui batas. (QS Adz-Dzariat: 53) 
Kemudian bagaimana mungkin ibadah dan doa 
munajat seseorang akan dapat diterima oleh Allah SWT, 
jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik. Yakni 
tidak halal dan thayyib. Oleh karena itu, agar ibadah dan 
doa kita dapat diterima oleh Allah SWT, maka jelas kita 
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harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan 
minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan thayyib-nya, 
sebagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa kita. 
e. Mempengaruhi keselamatan di Akhirat 
Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang akan 
mempengaruhi dan menentukan keselamatannya di alam 
akhirat yang pastikan tiba nanti. Jika makanan dan 
minuman yang dikonsumsinya halal dan thayyib, maka 
insya Allah ia akan selamat dan dimasukkan dalam surga 
dengan perkenaan Allah. Sebaliknya, kalau makanan dan 
minumannya haram, atau diperoleh dengan cara haram, 
maka ia pun akan disiksa di neraka.  
f. Mengkonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib. 
Dalam Islam, seluruh kegiatan manusia bernilai sebagai 
ibadah bila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah, 
demi mencapai dan memperoleh keridhoan-Nya serta 
dikerjakan menurut cara-cara yang telah disyariatkan-Nya 
dan dicontohkan oleh Nabi-Nya. Islam tidak membatasi 
ruang lingkup ibadah kepada aktivitas tertentu saja. Tapi, 
seluruh kehidupan manusia adalah medan amal-ibadah dan 
persediaan bekalan bagi para mukmin sebelum mereka 
kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti, termasuk 
pula makan dan minum sebagai kebutuhan biologis yang 
mutlak bagi kita sebagai makhluk hidup. Jika makan 
maupun minum itu diniatkan sebagai aktivitas ibadah 
karena Allah, maka isya Allah kita pun akan memperoleh 
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ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan ibadah 
yang dilakukan itu.
12
 
 
2.2. Makanan-makanan yang Dihalalkan dalam Al-Qur’an dan 
Hadis 
Agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil „alamin, yang 
peduli terhadap hamba-Nya, senantiasa memberikan yang terbaik. 
Tidak ada satupun ketetapan Allah yang yang sia-sia. Misalnya 
ketetapan Allah dalam menentukan halal haram sesuatu seperti 
makanan dan minuman. Allah telah menentukan bahwa daging babi 
haram dan berdasarkan penelitian, daging babi mengandung cacing 
pita yang berbahaya untuk tubuh. Tidak hanya menyangkut halal 
haram sesuatu, Allah juga senantiasa menyeru hamba-Nya untuk 
berbuat yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Dalam urusan dunia, 
Allah menyeru untuk giat bekerja karena hasil dari bekerja itu tentu 
tidak hanya bermanfaat dalam urusan dunia saja. Ada aspek ukhrawi 
yang harus bisa diraih di balik giat bekerja tersebut. 
Banyak firman Allah maupun sabda Rasulullah terkait 
makanan yang baik, yang halal dan yang haram yang akan semakin 
mengarahkan kita menuju gaya hidup yang lebih sehat. Pada akhirnya 
jika kita sehat, ibadah kepada Allah juga lebih optimal. Selain itu, 
banyak pula ayat dan hadits mengenai giat bekerja yang mendorong 
kita untuk senantiasa tidak bermalas-malasan yang pada akhirnya juga 
akan kembali kepada Allah. Makanan yang halal adalah makanan 
yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya, baik halal dzatnya, 
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dibolehkan oleh agama, misalnya telor, buah-buahan, sayur-mayur 
dan lain-lain. 
 Makanan halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan 
diolah dengan cara yang benar nenurut agama, misalnya makanan 
seperti contoh di atas yang diperoleh dengan usaha yang benar, sapi 
yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain-lain.
13
 
Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang 
secara dzatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, misalnya daging 
babi, daging anjing, darah, bangkai selain bangkai ikan, dan lain-lain. 
Sedangkan haram karena hakikatnya adalah haram untuk dimakan 
karena cara memperoleh atau cara mengolahnya, misalnya telor hasil 
mencuri, daging hasil menipu, dan lain sebagainya. Adapun makanan 
yang baik yaitu makanan yang dapat dipertimbangkan dengan akal, 
dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah 
yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia dilihat 
dari sudut kesehatan. Maka makanan yang baik lebih bersifat 
kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang 
bersangkutan, misalnya suatu jenis makanan sangat baik untuk si A, 
belum tentu baik pula untuk si B atau si C. Makanan yang baik belum 
tentu halal dan yang halal sudah tentu baik. 
1. Berikut ini beberapa ayat Al Qur‟an dan hadits terkait 
dengan makanan yang baik, halal, dan haram: 
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                     
                
Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah : 
168).
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                   
      
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki 
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-
Nya kamu menyembah.” (QS Al-Baqarah : 172).15 
Di dalam ayat ini, Allah mengulangi kembali agar memakan 
makanan yang baik, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 
168.Selanjutnya Allah menyeru agar selalu bersyukur terhadap 
nikmat- Nya jika benar-benar beribadah dan menghamba kepada-Nya. 
                                                             
14 Departemen Agama RI, Alqur‟an  Tajwid Dan Terjemahnyn,(CV Penerbit 
Diponegoro 2010) hlm. 25 
15Ibid, hlm.26 
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                          
                              
Artinya:“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 
disebut (nama) selain Allah.Tetapi barangsiapa dalam 
keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 
tidak ada dosa baginya.Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah : 
173)
16
 
2. Berikut ini beberapa hadits terkait dengan makanan 
yang baik dan halal : 
 َلَاق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ََةر َْيرُه بَِأ ْنَع : ُروُهَّطلا َوُه ِرْحَبْلا فِ ، َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق
 ُه ُ َْي َ لُّ ِْاا ،  ُُاا َ  ، لُّيِذ ِْرِّ لاَو ََةْيَْزُخ ُنْبا ُهَح َّحَصَو ، َُهل ُظْفَّللاَو ، َةَبْيَش بَِأ ُنْباَو ، ُةَع َبْرَْلْا ُهَجَرْخَأ
دَْحَْأَو لُّيِعِفاَّشلاَو ٌكِلا َ  ُاَوَرَو
17 
Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah  
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda mengenai laut. 
"Dia suci airnya dan  halal bangkainya." (Dikeluarkan oleh 
Imam Empat dan Ibnu Syaibah.  Lafadh hadits menurut 
riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap shohih oleh oleh  Ibnu 
Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga  
meriwayatkannya). 
 
 
                                                             
16Ibid, hlm. 26  
17 Ibn Hajar Al-Asygalani, Bulughul Maram, (surubaya: mutiara Ilmu, 2012, 
hlm. 233 
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 َ  َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُاا ىَّلَص ِّ َِّنلا ِنَع ُهْنَع ُاا َيِضَر  َِد ْْ
 ْا ِنَعا َل : ْن ِ ُر ْ يَخ ٌّطَق اًمََعط ٌدََحا  َََكاا َ
 َلاَّسلا ِهْيَلَع اَدُواَد ِاا ِّ َِّنلا ََّناَو  َِِدي  َِمَع ْن ِ  َُك  َْاي َْنا   َِِدي  َِمَع ْن ِ  ُُْك َاي َناَك(  ىراخبلا  اور
 ئاسنلاو)18 
Artinya: Dari Miqdam r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda : “ Tidak 
ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik 
daripada hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi 
Dawud a.s. selalu makan dari hasil usahanya sendiri” (HR. 
Bukhari dan Nasa‟i) 
Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal 
tentu bermanfaat bagi pelakunya, antara lain adalah:  
a. Makanan yang halal dapat menyehatkan badan dan 
terpeliharanya diri dari sumber rezeki. 
b. Menyebabkan amal ibadah diterima Allah. 
c. Dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. 
d. Termasuk golongan orang yang sholeh dan berakhal mulia. 
Makan menurut pengertian bahasa, ialah memasukkan 
sesuatu melalui mulut, sedang makanan ialah segala 
sesuatu yang boleh dimakan. 
Segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk 
dimakan kecuali ada larangan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad 
SAW untuk dimakan. Agama Islam menganjurkan kepada 
pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan 
“halal” maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai 
Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi 
tubuh, atau makanan bergizi. 
                                                             
18 Ibid…  
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Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, 
dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. 
Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan 
rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan dibakar di 
hari kiamat dengan api neraka.
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
19 Mohhammad Ababilil Mujaddidyn, “Sertifikat Halal Terhadap Produk 
Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Bahan Pengawas Obat 
Dan Makanan (BPOM)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum 
Keluarga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2015. 
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BAB TIGA 
STANDARDISASI PRODUK MAKANAN HALAL MAJELIS 
MERMUSYAWARATAN ULAM ACEH DAN MAJELIS 
AGAMA ISLAM PATANI 
 Bab ini membahasmenenai sajarah singkat provinsi Aceh dan  
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, provinsi Patani dan Majelis 
Agama Islam Patani. Di dalam bab ini juga membahas tentang 
bagaimana metode penetapan standarrisasi produk makanan halal, dari  
Majelis Permusyawaratan. Ulama Aceh, dan Majelis Agama Islam 
Patani, metode yang diguna dalam mengistinbathkan hukum produk 
halal.  
3.1.  Sejarah singkat 
3.1.1. Majelis  Permusyawaratan Ulama  Aceh 
Sejarah lahirnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh 
adalah pada saat Negara RI menghadapi musibah yang sangat berat 
yaitu pemberontakan PKI pertama tanggal 18 September 1965 yang 
terkenal G / 30 / S /PKI. Panglima kodam I Iskandar Muda 
megambarkan situasi tanah air yang sangat genting, maka dibentuk 
panitia penyelenggaran musyawarah yang diberi nama Panitia 
Musyawarah Alim Ulama se Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 17-
18 Desember 1965 pertama. 
Adapun nama-nama ketua MPU adalah seperti berikut:
1
 
 
 
                                                             
1 Majelis Permusyswaratan Ulama Aceh, Qanun No. 02 Tahun 2009 
Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diases dari situs : 
www.mpu.acehprov.go.id/index/news/.php/2014/04/28/6/mpu-aceh-bahas-penerapan-
ganun-acehnomor-2-tanun-2009.hlm yang disukseskan pada tanggal 16 Desember 
2014   
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Tabel. 3.1. Nama Ketua MPU 
No. Nama Tahun Keterangan 
1. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba 1965-1967 Majelis Alim 
Ulama DISTA 
2. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba 1967-1982 Majelis 
Permusyawaratan 
Ulama DISTA 
3. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba 1982-1989 MUI-Prov Dista 
4. Prof. Dr. Tgk. H. Ali Hasyimy 1989-1997 MUI-Prov Dista 
5. Tgk. H. Soufyan Hamzah 1997-1998 MUI-Prov Dista 
6. Prof. Dr. Tgk. H. Ibrahim Husein, MA 1998-2000 MUI-Prov Dista 
7. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 2000-2001 MUI-Prov Dista 
8. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 2001-2006 MPU-Prov NAD 
9. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 2006 MPU-Prov NAD 
10. Tgk. H. Drs. Ghazali Mohd. Syam 2012-2017 MPU-Prov Aceh 
11. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Sekarang MPU-Prov Aceh 
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Gotong-Royong Provinsi 
DISTA
2
 mengeluarkan Peraturan Daerah Privinsi Aceh No. 1 tahun 
1968 tentang pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama 
Provinsi Daerah Aceh dengan nama Permusyawaratan Ulama Aceh. 
Pada tahun 1975 dilakukan  Musyawaratan Ulama Se-Indonesia di 
Jakarta disepakati membentuk lembaga Himpunan Ulama seperti  di 
Aceh dan masyepakati namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Pada Tanggal 26 juli 1975 ditanda tangani piagam pendiriannya oleh 
26 Ulama mewakili 26 provinsi, 10 orang unsur Tingkat pusat, 4 
orang Ulama dinas Kerohanian dan 13 Tokoh peorangan. Atas dasar 
printah UU No tahun 1999 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh 
menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 tahun 2000 tentang 
Penbentukan Organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan 
Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda tersebut 
disempurnakan lagi dengan peraturan pertama atas Peraturan Daerah 
                                                             
2 Ibid, tanggal 16 Desember 2014 
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Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tentang Penbentukan 
Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keberadaan undang-undang 44 tahun 
1999 telah melahirkan sejumlah ganun menyangkut dengan majelis 
Premusyawaratan Ulama yang relatif dinilai sudah hampir memadai. 
Namun demikian lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 
yang merupakan perpanduan antara Undang-Undang No. 18 tahun 
2001 dan MoU Helsinki Filandia tanggal 15 Agustus 2005 itu menurut 
adanya penyempurnaan pada Perda/ Qanun tentang MPU. Kemudian 
pada tanggal 28 Mei 2009 ditetakan Qanun No. 2 tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Ulama dan di-Undangkan pada tanggal 28 
Mei 2009. Untuk mendukung kegiatan MPU, sebelumnya ada Qanun 
No. 5 tahun 2000, Qanun 33/2008 dan Pemendagri No. 18 tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Kelembagaan 
Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub. No. 33 tahun 
2008.
3
 
3.1.2 Majelis Agama Islam Wilayah Patani Di (Thailand 
Selatan) 
Majelis Agama Islam Wilayah Patani didirikan pada tahun 1940 
M. yang mana pada waktu itu A‟lim Ulama di Wilayah Patani merasa 
bertanggung jawab terhadap perkara yang timbul dan yang terjadi di 
Wilayah Patani, oleh karena tidak terdapat suatu wadah/organisasi 
yang menguruskan hal ahwal Agama Islam seperti Wali al-amr atau 
Qadhi.  Dengan demikian para A‟lim Ulama di Wilayah Patani 
bersepakat mengadakan kantor Agama Islam dan sekaligus berfungsi 
sebagai pejabat Qadhi Asy-syar‟i dalam hal mengurus dan mengawal 
                                                             
3 Ibid, tanggal 16 Desember 2014 
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orang-orang Islam di Wilayah Patani. Maka pada tahun 1940 M. 
berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan dilantik 
Al-Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulong Bin Haji Abdul Qadir 
Tok Mina salah seorang ulama yang terkenal pada waktu itu sebagai 
ketua Majelis Agama Islam dan dianggap sebagai Qadhi Asy-Syar‟I 
Adh-dharury Wilayah Patani.4 
Memandang semakin mendapat sambutan masyarakat 
Islam,tahun 1945 M pihak pusat mengeluarkan undang-undang dan 
mengadakan perlantikan jabatan kuasa pejabat Majelis Agama Islam 4 
wilayah sempadan Selatan Thai, yaitu: Patani, Yala Narathiwat, Setul, 
dengan beranggota setiap wilayah 15 orang dan dinamakan "Jama'ah 
Jabatan kuasa Islam Bahagian Wilayah".
5
 
Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi 
jama'ah jabatan kuasa Islam bagian Wilayah dan  Qadhi Asy-Syar‟I 
untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkenaan 
dengan hukum syara' dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negeri 
(Gubenur) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan 
dengan urusan Agama Islam. Walaupun demikian fungsi dan 
kedudukan didalam masyarakat Islam tempatan sangatlah terpengaruh 
setiap perkara yang bersangkutan dengan orang-orang islam mereka 
selalu melalui Majelis Agama Islam, baik disegi hukum syara' maupun 
di dalam kehidupan seharian mereka.
6
 
 
 
 
                                                             
4 Majelis Agama Islam Wilyah Patani, Pengenalan Ringkas Majelis Agama 
Islam,  (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 1. 
5 Ibid.hlm. 2. 
6 Ibid. hlm. 3. 
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3.2.  Standarrisasi produk makanan halal  
3.2.1 Standarisasi produk makanan halal menurut Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh 
 
1. Metode  Penetapan Standardisasi Halal Terhadap 
Produk Makanan Oleh Majelis Permusyawarat Ulama Aceh  dan  
Struktuk Sistem Penetapan Standarisasi Halal Produk Makanan. 
Syarat Mengajukan "Logo Halal" 
1. Surat Permohonan 
2. Manual SJH 
3. Daftar bahan baku 
4. Matriks bahan baku 
5. Alur proses produksi 
6. Surat Pernyataan Fasilitas produksi  bebas dari unsur haram 
7. Surat pengangkatan Auditor Internal. 
8. Fotocopy KTP Direktur dan AHI 
9. Alur Proses Produksi 
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Gambar. 3.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi 
Halal LPPOM MPU Aceh 
 Pihak perusahaan mengejukan berkas permohonan sertifikasi 
halal kepada LPPOM MPU Aceh. Kemudian Pegawai Urusan 
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LPPOM memberikan bimbingan terhadap pihak perusahaan tentang 
jenis-jenis produk halal seperti pemohon menggunakan bahan utama 
daging sapi, daging sapi yang telah disembelih secara halal. 
Selanjutnya pegawai urusan LPPOM meminta persetujuan pihak 
perusahan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah diajukan dan 
memutuskan untuk berkas yang diajukan untuk ditindak lanjuti atau 
tidak. Jika bisa dilanjutkan maka pegawai urusan LPPOM  
memberikan waktu untuk melaksanakan 3-4 minggu akan datang. 
Kemudian barulah Auditor  halal terjun langsung ke lapangan untuk 
memastikan apakah bimbingan yang dibimbing oleh pegawai urusan 
LPPOM dilaksanakan atau tidak. Sebelum auditor halal memeriksa 
audidor halal mengadakan ceramah sekitar 10 menit sesudah ceramah 
baru auditor bertanya kepada pemohon apakah yang pegawai urusan 
LPPOM bimbing sudah dipenuhi kalau ada yang belum di penuhi oleh 
pemohon maka auditor halal menulisnya dan memberikan waktu 1 
minggu untuk dipenuhi setelah itu, masuk tahab pemeriksaan jika 
memenuhi syarat maka diberikan sertifikat halal.
 7
  Masa 
sertifikathalal berlaku paling lama tiga (3 tahun) sejak diterbitkan oleh 
LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan 
dan komposisi banah. Sertifikat halal wajib diperpanjangkan oleh 
pelaku usaha dengan mengajukan pembeharuan sertifikat halal peling 
lambat tiga (3 bulan) sebelum berakhir masa berlaku.  
 
 
 
                                                             
7 Wawancara dengan Deni Candra, ST, MT, Sekretaris LPPOM MU Aceh, 
pada tanggal 29 Mei 2017 di Bandar Aceh  
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Memperkenalkan Logo Halal yang dijamin di Aceh 
 
LPPOM: 14120000130517 
Gambar. 3.2. Logo dan Nomor Sertifikat Halal 
   2.   Metode Yang Digunakan Oleh Majelis Permusyawaratan 
Ulama Aceh Dan Menistinbathkan Hukum Terhadap Produk Fatwa 
Halal. 
 Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 
Gubernur. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya 
disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas 
ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja 
Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Persyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU 
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Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan 
sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari‟ah.8  
 Dengan adanya otonomi khusus, Aceh bisa mengeluarkan 
Undang-Undang sendiri atau disebutkan dengan Qanun, seperti yang 
tercantum dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang sistem 
jaminan produk halal pada Bab I Pasal 1 Ayat: 19 yang berbunyi : 
Sertifikat halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MPU melalui 
keputusan sidang  Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu 
produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU 
Aceh.  Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa, setelah diperoleh 
hasil audit oleh LPPOM MPU Aceh maka diserahkan kepada MPU 
untuk mengistinbathkan dan mengeluarkan sertifikat.
9
  
Adapun metode yang digunakan oleh MPU Aceh dalam 
menetapkan fatwanya, seperti yang tercamtum dalam dasar-dasar 
umum fatwa adalah sebagai berikut; 
1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas 
Kitabulah dan Sunanh Rasul, serta tidak bertentangan 
dengan kemaslahatan umat. 
2. Jika tidak dapat dalam Kitablah dan Sunah Rasul, 
keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan 
ijma‟, Qiyas, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti 
Istihsan, Masalah Mursalah, dan sadd az-Zari‟ah. 
                                                             
8 Qanun Aceh,  Nomor  8 Tahun 2016 tentang sisitem jaminan produk halal.   
9 Wawancara dengan Deni Candra, ST, MT, Sekretaris LPPOM MU Aceh, 
pada tanggal 29 Mei 2017 di Bandar Aceh 
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3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah 
ditinjau pendapat-pendapat para mazhab para imam 
mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan 
dalil-hukum mauppun yang berhubung dengan dalil 
yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. 
4. Pandangan tenaga ahli daam bidang masaah yang akan 
diambil keputusan fatwanya dipertimbankan.
10
 
  Metode istinbath  yang digunakan oleh MPU Aceh adalah 
sebagai berikut: 
1. Firman Allah SWT tentang kaharusan mengkosumsi 
yang halal, 
                      
               
Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu(QS Al-Baqarah : 168).11 
 
 
                                                             
10 Ibid. 
11  Departemen Agama RI, Alqur‟an  Tajwid Dan Terjemahnyn,(CV 
Penerbit Diponegoro 2010) hlm.25 
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2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah 
secara umum, 
                     
                        
             
Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari 
Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya 
dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" 
Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang 
yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk 
mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami 
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 
mengetahui. (QS Al-A‟raf : 32).12 
3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan 
(dan minumam) yang diharamkan, 
                         
                         
Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 
disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa 
dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 
                                                             
12 Ibid. hlm.154 
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tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah : 
173).
13
 
4. Hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun 
keharaman sesuatu yang dikosumsi, 
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر ُتْعَِسَ َلَاق اَمُه ْ نَع ُللها َيِضَر ٍْيِْشَب ِنْب ِناَمْعُّ نلا ِللها ِدْبَع بَِأ ْنَع
 ُلْوُق َي : ِنَمَف ،ِساَّنلا َنِم ٌر ْ يِثَك َّنُهُمَلْع َي َلا ٌتاَهِبَتْشُم ٌرْوُُمأ اَمُه َن ْ ي َبَو ٌ نيِّ َب َمَاَرْلْا َّنِإَو ٌ نيِّ َب َلَلاَْلْا َّنِإ
 َىعْر َي يِعاَّرلاَك ،ِمَاَرْلْا فِ َعَقَو ِتاَه ُبُّشلا فِ َعَقَو ْنَمَو ،ِوِضْرِعَو ِوِْنيِدِل ََأرْ بَتْسا ْدَق َف ِتاَه ُبُّشلا ىَقَّ تا
 فِ َّنِإَو َلاَأ ُوُِمراََمَ ِللها ىَِحِ َّنِإَو َلاَأ ىًِحِ ٍكِلَم نلُكِل َّنِإَو َلاَأ ،ِوْيِف َعَتْر َي ْنَأ ُكِشْو ُي ىَمِْلْا َلْوَح
بْلَقْلا َيِىَو َلاَأ ُوُّلُك ُدَسَْلْا َدَسَف ْتَدَسَف اَذِإَو ُوُّلُك ُدَسَْلْا َحَلَص ْتَحَلَص اَذِإ ًةَغْضُم ِدَسَْلْا .[ هاور
ملسمو يراخبلا] 
 
Artinya: “Dari Abu ABdillah Nu‟man bin Basyir r.a,”Saya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, „Sesungguhnya 
yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara 
keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-
samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, 
barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia 
telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan 
barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, 
maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. 
Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan 
gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk 
memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. 
Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan 
larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. 
Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal 
daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan 
                                                             
13 Ibid.hlm.26 
47 
jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah 
bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).14 
5. Kaidah figh:  
 ةحابلاا ةعف انلا ءايشلاا يف لصلاا و ةراضلا ءايشلااةمرحلا15 
Artinya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan 
hukum asal sesuatu berbahaya adaah haram.” 
3.2.2 Standarisasi produk makanan halal menurut Majelis 
Agama Islam Patani 
1. Metode Penetapan Standardisasi Halal Terhadap 
Fatwa Halal Produk Makanan Oleh Majelis Agama Islam Patani  
Thailand Selatan dan  Struktuk Sistem Penetapan Standarisasi Halal 
Produk Makanan 
 
 
 
 
 
 
                                                             
14 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia, Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, kosmetika, Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, (Jl. Proklamasi No. 51 Mentang Jakarta Pusat), hlm.7 
15 Ibid. 
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Gambar. 3.3. Standar Operasional Sertifikat Halal MAIP 
Syarat Mengajukan "Logo Halal" 
 1. Surat Permohonan Logo Halal   2   rangkap 
 2. Kartu Identitas     2   rangkap 
 3. Surat Salinan Pemohon    2   rangkap 
 4. Surat pelantikan penasihat industri   2   rangkap 
 5. Map lokasi industri     2   rangkap 
 6. Logo produk      2   rangkap 
 7. Surat pengesah BPOM (อย.)    2   rangkap 
 8. Surat komposisi produk makanan   2   rangkap 
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 9. Surat proses manufaktur    2   rangkap 
 10. Surat pengesah halal (untuk memanjang)  2   rangkap 
 11. Surat jaminan perdagangan wilayah   2   rangkap
16
 
  Setelah pihak perusahaan mengejukan berkas permohonan halal 
kepada pegawai urusan bagian halal di Majelis Agama Islam Patani 
maka pihak pegawai urusan bagian mengadakan pemeriksaan ke 
lokasi perusahaan dan mengajukan syarat-syarat berikut. 
1. Kebersihan lokasi dan pegawai. 
2. Tidak mencampurkan barang haram atau yang mengadung 
alkohol dalam bahan mentah untuk memasak dan alat 
memasak. 
3. Persiapan dari pihak pemohon Muslim, bagi pemohon yang 
beragama Budha harap mengetahui ketika masak di pakai 
sarung tangan, topi atau tidak, dan bersih atau tidak dalam 
memasak. 
4. Bahan mentah untuk memasak harus dapat sertifikasi halal 
dari Majelis Agama Islam Thailand atau Majelis Agama Islam 
masing-masing Negara. 
  Kemudian dari Majelis Agama Islam Patani memeriksa lokasi 
perusahaan selanjutnya diadakan permusyawaratan pegawai urusan 
bahagian halal untuk memutuskan hasil yang didapat lulus atau tidak, 
jika tidak lulus maka pihak pegawai akan mengadakan pemeriksaan 
                                                             
16 Wawancara dengan Saharee Chelong, Pegawai Urusan Bahagian Halal 
Majelis Agama Islam Wilayah Patani, 21 Juni 2017. 
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ulang sebanyak 4 kali dan jika semuanya lulus maka keluar sertifikat 
halal kepada pemohon tersebut.  
 Terdapat dua cara pihak pegawai meninjau tempat / perusahaan, 
yaitu: 
  1) Secara terus terang yaitu pihak Urusan Bagian Halal 
memberi tahu kepada pihak industri akan tanggal yang hendak buat 
pemeriksaan di lokasi industri. 
2) Secara acak yaitu pihak Urusan Bahagian Halal tidak 
memberi tahu kepada pihak industri akan tanggal yang hendak buat 
pemeriksaan di lokasi lokasi secara tiba-tiba.
17
 
Bagi Pihak pengurus bagian halal MAIP meninjau lokasi yang 
telah dapat sertifikat halal minimal 1 kali/ bulan. 
Masa berlaku sertifikat halal adalah 1 tahun sebelum 
berakhirnya masa berlaku maka pihak MAIP akan memberitahukan 
kepada pihak pomohon supaya diperpanjang, jika melampaui batas 
waktu 1 tahun maka dikenakan denda sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang. 
 Memperkenalkan Logo Halal yang dijamin di Negara Thailand 
                                                             
17 Ibid. 
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18
 
Gambar. 3.4. Logo dan Nomor Sertifikat Halal 
 1. Kalimat Halal  (للاح)  ditulis dengan bahasa Arab dalam 
persegi layang ada back ground garis vertikal lurus. 
2. Nomor produk 12 atau 13 primer. 
3. Nama organisasi yang menjamin yaitu: 
"ส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย" atau ''The Central Islamic 
Committee of Thailand'' atau pun dengan bahasa Arab (buleh dengan 
3 bahasa) 
Jika tulisan ส านกัจุฬาราชมนตรี tidak diakui lagi sebab sudah 
dibatalkan sejak tahun 2011. 
5. Metode Yang Digunakan Oleh Majelis Agama Islam  
Patani Dan Menistinbathkan Hukum Terhadap Produk Fatwa Halal. 
Sekarang makanan halal (Halal Food) adalah hal yang sangat 
menarik di kalangan masyarakat Thailand bukan sekadar masyarakat 
muslim di Selatan Thailand saja yang mengkonsumsi makanan yang 
halal, tetapi operator yang hendak produksi pangan mendistribusikan 
kepada konsumen muslim dalam Negara dan juga diekspor ke Pasar 
Global Muslim, bahkan seluruh Negara Muslim tertarik untuk 
berinvestasi dalam perancanaan ini. Untuk produksi makanan yang 
                                                             
18 https://www.facebook.com/halal.club/?fref=ts, akses tanggal 1 April 
2016. 
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halal perlu mengikut peraturan Agama Islam dan syarat-syarat Majelis 
Agama Islam Thailand.
19
 Jika dalam bahasa Thailand dikenal dengan 
"Kana Kamkan Klang Islam Heng Prateds Thai" kelulusan  sertifikat 
halal dari Majelis Agama Islam di wilayah masing-masing. Namun, 
untuk logo sertifikat halal diperoleh dari pihak Majelis Agama Islam 
Thailand Pusat. 
Negara Thailand ternasuk Negara yang produk makanan halal 
yang penting di dunia (Maketting Dunia) Pasar Global Muslim ada 
demografi konsumen sekitar 2,000,000 orang, maka produk makanan 
halal menjadi jalan menuju Market Channel yang sangat penting. 
Negara Thailand perlu memasuki market makanan halal untuk 
menambah jaringan (Market Segmentation) sebanyak mumkin, sebab 
itulah sangat penting supaya untuk buat standarisasi produk makanan. 
Sekarang Pihak Kerajaan Thailand mengadakan polisi mendorong 
perusahaan makanan halal untuk ekspor luar Negeri dan 
memperlanjutkan polisi menuju kepraktikan kearah yang lebih baik, 
termasuk hal mengembangkan bahan mentah, mempromosikan 
Kewirausahaan, cari jaringan market dan mengembangkan mekanisme 
sertifikasi standarisasi produk makanan halal supaya terpercaya dan 
diakui oleh konsumen di dalam Negara dan juga luar Negara. Dengan 
kekuatan memeriksa standarisasi produk makanan dan izin mengguna 
logo halal jadi kewenangan pihak Departemen Agama yaitu Majelis 
Agama Islam Thailand yang mengeluarkan setifikat berdasarkan audit 
Majlis Agama Islam di wilayah masing-masing. Dengan itulah 
                                                             
19 Ibid. 
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makanan halal jadi itu penting bergabung dan saling menguntungkan 
3 pihak yaitu: konsumen Muslim, operatur dan Negara.
20
   
Adapun metode yang digunakan oleh MAIP dalam menetapkan 
fatwanya, seperti yang tercamtum dalam dasar-dasar umum fatwa 
adalah sebagai berikut: 
1. Setiap keputusan dan penetapan fatwa harus 
mempunyai dasar dari Kitabullah dan Sunnah 
Rasullah saw.  
2. Jika tidak terdapat penetapan hukum dari dua sumber 
di atas, maka keputusan dan penetapan fatwa 
berdasarkan ijma„ dan qiyas, sebagai dalil mu„tabar 
disepakati semua ulama 
3. Dan jika masalah-masalah tidak bisa ditetapkan dan 
diterapkan, hendaklah ditinjau kepada pendapat-
pendapat atau metode-metode penetapan fatwa para 
imam mazhab, di samping itu perlunya memerhatikan 
pendapat ulama yang lain, baik yang berhubungan 
dengan dalil-dalil hukum yang sependapat ataupun 
berbeda. 
4. Setiap penetapan fatwa dipertimbangkan kesesuaian 
situasi dan kondisi masyarakat Patani, dengan 
                                                             
20 Ibid. 
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memikirkan kemaslahatan umat Patani dan memenuhi 
tujuan syara„.21 
Metode istinbath yang digunakan oleh  MAIP akan membuat 
permusyawaratan agar bisa mengambil keputusan. Berdasarkan 
berikut: 
Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan ( dan 
minuman ) yang  diharamkan, atara : 
                     
                                  
                           
                         
                             
                    
 
  Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 
babi, (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama)  
Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh,yang 
ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang 
sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) 
mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu 
perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah 
kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku cukupkan nikmat-Ku 
                                                             
21
 Mr. Burahan Dolah, “IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER (Tinjauan 
Metode Penetapan Hukum Lembaga Majelis Agama Islam di Patani Thailand 
Selatan) ”. Tesis, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015. 
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bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. 
Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan kjarena 
ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.”22 
 
Sebab Diharamkannya Makanan 
Ada beberapa sebab di balik pengharaman terhadap beberapa 
makanan, antara lain : 
1. Berbahaya 
Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas  ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda; 
ع ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلْوُسَر َّنَأ ونع وَّللا َيِضَر ِيرُْدلخا ٍناَنِس ْنِب ٍكِلاَم ْنِب ٍدْعَس ٍدْيِعَس بَِأ ْن ََ
 َلَاق َمَّلَسَو :« َرَارِض َلاَو َرَرَض َلا » نسح ثيدح . ،ادنسم اهميْغو نيطقرادلاو ةجام نبا هاور
 طقسأف ملسو ويلع للها ىلص بينلا نع ويبأ نع يىيح نب ورمع نع لاسرم أطولما فِ كلام هاورو
اضعب اهضعب يوقي قرط ولو ،ديعس ابأ . 
Artinya: Dari Abu Sa‟id Sa‟ad bin Malik bin Sinan al-Khudri 
radhiyallahu „anhu bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa 
sallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri 
dan tidak boleh membahayakan orang lain.” Hadits hasan, 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daraquthni, dan selain 
keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh 
Malik dalam al-Muwaththa` secara mursal dari Amr bin 
Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 
tanpa menyebutkan Abu Sa‟id, tetapi ia memiliki banyak 
jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain.23 
 
                                                             
22Departemen Agama RI, Alqur‟an  Tajwid Dan Terjemahnyn,(CV 
Penerbit Diponegoro 2010) hlm.107 
23Ibnu Majah : 2341Sunan Ibu majah: 2175. 
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2. Memabukkan atau merusak akal. 
3. Najis. 
4.Menjijikan. 
5. Milik orang lain. 
 Daftar Hewan Beserta Hukumnya Menurut Syari‟at Islam, 
adapun Hewan yang halal untuk dimakan sebagai berikut: 
Tabel. 3.2. Keterangan Hewan yang Halal dikonsumsi 
NO NAMA HEWAN KETERANGAN 
 
1 Angsa 
 
 
2 Ayam Pernah dikonsumsi Nabi SAW 
3 Bebek  
4 Belalang Dimakan oleh Nabi dan para 
sahabat, bangkainya pun halal. 
6 Burung Beo  
7 Burung Bul-bul  
8 Burung Hubara  
9 Burung Hummarah  
10 Burung Ibis  
11 Burung Kirwan  
12 Burung Malik Hazin Disebut hazin (sedih) karena   
kalau minum terlihat sedih. 
13 Burung Merak  
14 Burung Merpati  
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15 Burung Pipit  
16 Burung Qubbarah  
17 Burung Sumana  
18 Burung Tekukur  
19 Burung Unta  
20 Dhob Nabi SAW tidak mengingkari 
orang yang memakannya. 
22 Ikan Halal meskipun bangkai 
23 Itik 
 
 
24 Jerapah Imam Ahmad  pernah ditanya 
dan beliau membolehkannya 
25 Jerboa  
26 Kambing Termasuk hewan ternak 
27 Kambing Hitam  
28 Kanguru  
29 Kelinci Nabi SAW pernah menerima 
daging sembelihan kelinci 
30 Kelinci Bukit Batu  
31 Kijang  
32 Kijang Putih  
33 Kuda Dimakan oleh Nabi SAW dan 
para sahabat. 
34 Merpati Liar  
35 Pinguin  
36 Rusa  
37 Sapi Termasuk hewan ternak yang 
disebut dalam Al-Qur‟an. 
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38 Tupai  
39 Unta Termasuk hewan ternak yang 
disebut dalam Al-Qur‟an. 
                                                                                                                             24 
Masyarakat dunia mempunyai filosofi yang beragam terkait 
dengan makan dan minum, apa yang dilarang dan boleh, terutama 
terkait dengan binatang. Differensi mereka tentang tumbuhan tidak 
terlalu variatif. Islam tidak mengharamkan selain makanan atau 
minuman yang telah berubah minuman keras, baik berasal dari kurma, 
anggur, gandum maupun bahan lain. 
Islam juga mengharamkan sesuatu yang dapat menyebabkan 
mabuk, lemas, dan semua aspek yang merusak tubuh manusia.
25
 
Islam menghalalkan yang baik, Islam datang ketika sudut 
pandang manusia terhadap makanan hewani begitu rupa, ada yang 
menyantapkan secara berlebihan, ada yang secara ekstrem 
meninggalkannya. Karena itulah, Islam mengarahkan seruannya 
kepada seluruh manusia.
26
 
Dalam sebuah ayat dikatakan: 
 ٌيِِّبُم وٌّوُدَع ْمُكَل ُوَّ ِإ ِنَاطْيَّشلا ِتاَُوط ُ اوُعِبَّت َت لاَو اًبنَيط لالاَح ِ ْراا فِ اَّ ِ اوُلُك ُساَّنلا اَهُّ َيأ َاي.                                         
Artinya: “Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik yang 
terdapat di bumi,    dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata 
bagimu”.27 
 
                                                             
24 Wawancara dengan Saharee Chelong, Pegawai Urusan Halal Majelis 
Agama Islam Wilayah Patani, 21 Juni 2017. 
25 Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: Karya 
Utama, t.t.), hlm.. 45. 
26 Ibid., hlm. 47. 
27Departemen Agama RI, Alqur‟an  Tajwid Dan Terjemahnyn,(CV 
Penerbit Diponegoro 2010) hlm 25 
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Makanan manusia adalah berupa tanaman dan hewan. Hewan 
tersebut ada yang dihalalkan oleh syara' dan ada pula yang 
diharamkannya. Dan hewan tersebut dibagi kepada hewan darat dan 
hewan laut. 
 Di antara hewan yang diharamkan ada yang disebabkan karena 
dzatnya itu sendiri, dan ada pula yang dikarenakan adanya sebab-
sebab yang mendatang padanya. Dan kesemuanya ini ada yang telah 
disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan.  
 Hewan-hewan yang diharamkan karena sebab-sebab yang 
mendatang padanya secara garis besar ada sembilan, yaitu bangkai, 
hewan yang bercekik, hewan yang klengee (karena dipukul), hewan 
yang terjatuh, hewan yang tertanduk, hewan yang yang diterkam oleh 
binatang buas, hewan yang tidak memenuhi syarat-syarat 
penyembelihan dimana penyembelihan merupakan syarat bagi 
kebolehan memakannyan, hewan yang suka makan kotoran, dan 
makanan halal yang dicampuri najis.
28
 
3.3. Analisis Penulis Tentang Standarisasi Produk Makanan 
Halal 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat 
menganalisiskan bahwa: 
1. Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal oleh 
Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh 
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika 
(LPPOM) bertanggung jawab atas produk makanan termasuk 
                                                             
28 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), 
hlm. 323. 
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makanan halal. Proses yang dilakukan setelah pelaku usaha mengaju 
permohonan adalah melalui bimbingan, pemeriksaan lapangan 
perusahaan, menyerahkan hasil kepada Majlis Permusyawaratan 
Ulama dan mengeluarkan fatwa terhadap produk makan halal tersebut. 
Metode istinbath oleh MPU Aceh Dari dasar-dasar umum penetapan 
fatwa tentang standarisasi produk makanan halal oleh MPU dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang digunakan oleh MPU dalam 
menetapkan fatwanya adalah pertama dengan menunjuk kepada 
Kitabulah dan Sunah Rarul. Apabila tidak ditemukan dalil-dalil dari 
Kitabulah dan Sunah Rarul, maka MPU merujuk kepada ijma,  qiyas, 
istihsan, mashalah mursalah, saddaz-Zari‟ah seta pendapat-pendapat 
para imam mazhab terdahulu. Dalam masalah yang terjadi kilafiyyah  
dikalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah 
mempehatikan figh mugaran dengan menggunakan kaidah-kaidah 
ushul figh muqaran yang berhubung dengan pentarjihan. Setelah 
melewati itu semua baru diambil pandangan tenega tenaga ahli bidang 
masalah yang akan diambil keputusan fatwa. 
2. Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal oleh 
Majelis Agama Islam Patani 
 pegawai urusan bagian halal di Majelis Agama Islam Patani 
sangat berperan aktif dalam menjaga standarisasi produk makanan 
halal. Hal ini karena logo halal berfungsi sebagai penjelasan kepada 
konsumen. Proses yang dilakukan setelah pelaku usaha mengajukan 
permohonan melalui tiga tahap: Pertama, pegawai urusan bagian halal 
di Majelis Agama Islam Patani akan terjun melakukan pemeriksaan di 
lapangan pelaku usaha tersebut. Kedua, pegawai urusan bagian halal 
di Majelis Agama Islam Patani melakukan musyawarah untuk 
mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan lapangan pelaku 
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usaha dan mengeluarkan fatwa terhadap usaha tersebut. Ketiga, logo 
halal dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Thailand dengan 
berdasarkan fatwa Majlis Agama Islam Wilayah. Metode istinbath 
oleh MAIP  Dari dasar-dasar umum penetapan fatwa tentang 
standarisasi produk makanan halal oleh MAIP dapat diambil 
kesimpulan bahwa yang digunakan oleh MAIP dalam menetapkan 
fatwanya adalah pertama dengan menunjuk kepada Kitabulah dan 
Sunah Rarul. Apabila tidak ditemukan dalil-dalil dari Kitabulah dan 
Sunah Rarul, maka MAIP merujuk kepada ijma,  qiyas, istihsan, 
mashalah mursalah, Dan jika masalah-masalah tidak bisa ditetapkan 
dan diterapkan, hendaklah ditinjau kepada pendapat-pendapat atau 
metode-metode penetapan fatwa para imam mazhab, di samping itu 
perlunya memerhatikan pendapat ulama yang lain, baik yang 
berhubungan dengan dalil-dalil hukum yang sependapat ataupun 
berbeda. Setiap penetapan fatwa dipertimbangkan kesesuaian situasi 
dan kondisi masyarakat Patani, dengan memikirkan kemaslahatan 
umat Patani dan memenuhi tujuan syara. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Adapun kesimpulan dara skipsi ini sebagai berikut: 
1. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam penetapan 
standarisasi produk makanan halal adalah dengan proses 
penyelidikan LPPOM yaitu:  bimbingan, pemeriksaan 
lapangan perusahaan, menyerahkan hasil kepada Majlis 
Permusyawaratan Ulama dan mengeluarkan fatwa terhadap 
produk makan halal tersebut 
2. Sedangksn standarisasi halal bagi konsumen adalah memberi 
kepastian, perlindungan, dan ketenangan terutama umat Islam 
kususnya ummat Islam Patani karena negara Thailand adalah 
negara yang mayoritas penduduk Agama Budha. Maka 
standarisasi makanan halal sangat penting dan berpengaruh 
bagi umat Islam dalam mengkonsumsi. pegawai urusan bagian 
halal di Majelis Agama Islam Patani sangat berperan aktif 
dalam menjaga standarisasi produk makanan halal. Hal ini 
karena logo halal berfungsi sebagai penjelasan kepada 
konsumen. Proses yang dilakukan setelah pelaku usaha 
mengajukan permohonan melalui tiga tahap: Pertama, 
pegawai urusan bagian halal di Majelis Agama Islam Patani 
akan terjun melakukan pemeriksaan di lapangan pelaku usaha 
tersebut. Kedua pegawai urusan bagian halal di Majelis 
Agama Islam Patani melakukan musyawarah untuk 
mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan lapangan 
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pelaku usaha dan mengeluarkan fatwa terhadap usaha 
tersebut. Ketiga, logo halal dikeluarkan oleh Majlis Agama 
Islam Thailand dengan berdasarkan fatwa Majlis Agama 
Islam Wilayah. 
3. Ternyata standarisasi produk halal di Aceh dan Patani tidak 
jauh berbeda. Perbedaannya adalah di Aceh cara mendapatkan 
sertifikat halal tidak terkait dengan pusat negara Indonesia 
sehingga dapat mnegeluarkan produk halal dengan secara 
mandiri. Sedangkan di Patani harus mengajukan kepada pusat 
Thailand yang akan terdapat sertifikat untuk produk makanan 
halal dan akan di fatwa oleh ulama provinsi Patani.   
 
4.2 Saran 
1. Seharusnya di Patani harus mengadakan bimbingan khusus 
sebelum observasi di tempat seperti di Aceh 
2. Dan lebih baik jika di Aceh mengadakan observasi secara 
tiba-tiba di tempat seperti di Patani 
 
64 
DAFTAR PUSTAKA 
A. BUKU  
Alif Afiq bin Yusup, Peranan Unit Penguatkuasaan Halal Jabatan 
Agama Islam Sarawak (JAIS) Dalam Halalisaasi Produk 
Makanan Di Sarawak Malaysia, Institut Agama Islam Negeri 
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi tidak diterbitkan, 
2014 
Al-ghazali, Ihya’Ulumiddin, (Ragunan, Pasar minngu, jakarta selatan 
2011), 
Aisjah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal (Jakarta: LP POM 
MUI, 1998). 
 
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Ikhtiar Baru 
Van Hoeve, 1996). 
Departemen Agama RI, Alqur’an  Tajwid Dan Terjemahnyn,(CV 
Penerbit Diponegoro 2010). 
Dimas Bayu Murti , Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai 
Jenis Label Halal pada Produk Makanan Yang Beredar di 
Pasaran, Universitas Negeri Semarang, Skripsi tidak 
diterbitkan, 2013. 
Drs. Sudarto, M. Hum Metodologi Penelitian Filsafa , (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada,2002). 
Fida’ Yazid Abu, Ensiklopedi Halal Haram Makanan. (Solo: Pustaka 
Arafah, 2014). 
Hasanuddin Yusuf Adan, Islam Dan Sistem Pemerintahan Di Aceh 
Masa Kerajaan Aceh, (Yayasan Pena Bandar Aceh 2014). 
HR. Ibnu Majah : 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Albani 5 
dalam Irwa‟ul Ghalil : 2175. 
64 
65 
H. Masthu, Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam, Kantor 
Menteri Negara Urusan Pangan Repunlik Indonesia, 1995). 
Ibn Hajar Al-Asygalani, Bulughul Maram, (surubaya: mutiara Ilmu, 
2012. 
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990). 
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, 
Obat-obatan, kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
(Jl. Proklamasi No. 51 Mentang Jakarta Pusat). 
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010). 
Majelis Permusyswaratan Ulama Aceh, Qanun No. 02 Tahun 2009 
Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diases 
dari situs : 
www.mpu.acehprov.go.id/index/news/.php/2014/04/28/6/mpu
-aceh-bahas-penerapan-ganun-acehnomor-2-tanun-2009.hlm 
yang disukseskan pada tanggal 16 Desember 2014   
Majelis Agama Islam Wilyah Patani, Pengenalan Ringkas Majelis 
Agama Islam,  (ttp.: tnp., t.t.). 
Makanan halal dalam Al-Qur’an 
https://isnaizakiya29.wordpress.com/2014/12/12/ayat-alquran- 
dan-hadits-tentang-makanan-yang-baik-dan-halal-serta-giat-
bekerja, di akses pada tanggal 26 juli 2015 
Mohhammad Ababilil Mujaddidyn, “Sertifikat Halal Terhadap 
Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Dan Bahan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)”. 
Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum 
Keluarga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2015. 
Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jambi: Syariah Press 
IAIN STS, 2007), hlm. 164-167. 
66 
Miss Khoteeyoh Enodai, Kaitan Nusuz Terhadab Implementasi 
Nafkah Iddah Dalam Talak Ra’i. Skripsi Fakultas Syariah, 
Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh 2015 
Miss Pareedah Toden, “Setandardisasi Produk Makanan Halal”. 
Skripsi Fakultas Syriah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi. 2016. 
 
Mr. Burahan Dolah, “IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER (Tinjauan 
Metode Penetapan Hukum Lembaga Majelis Agama Islam di 
Patani Thailand Selatan) ”. Tesis, Pasca Sarjana Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar 2015. 
M. Nadratunzzaman Hosen, Halal Sebagai Tema da’wah (Jakarta: 
Pustaka Jurnal Halal, 2008). 
Qanun Aceh,  Nomor  8 Tahun 2016 tentang sisitem jaminan produk 
halal.   
Riwan Nurdin Hukum Islam Kontemporer (University Teknologi 
Mara Melaka,  2015). 
Wawancara dengan Saharee Chelong, Pegawai Urusan Halal Majelis 
Agama Islam Wilayah Patani, 21 Juni 2017. 
Wawancara dengan Deni Candra, ST, MT, Sekretaris LPPOM MU 
Aceh, pada tanggal 29 Mei 2017 di Bandar Aceh 
Yusuf Qardhawi, Halal dan haram dalam Islam, (Surabaya:  Karya 
Utama, 1993.). 
 
Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: Karya 
Utama, t.t.). 
 
Yusuf Qardhawi, Halal dan haram dalam Islam, (Surabaya:  Karya 
Utama, 1993.). 
 
 
67 
B.  INTERNET 
https://www.facebook.com/halal.club/?fref=ts, akses tanggal 1 April 
2016. 
http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/08/21/13/mpu-
aceh-pengurusan-sertifikat-halal-gratis.html 
https://www.google.co.id/search?q= struktur penduduk di tiga wilayah 
selatan thailand, akses    tanggal 07/01/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing ............................  68 
Lampiran II : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data 
dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN 
  Ar-Raniry ...........................................................  69 
Lampiran III : Surat Keterangan Penelitian dari Majelis 
Agama Islam Wilayah Patani .............................  70 
Lampiran IV : Daftar Wawancara .............................................  71 
Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup ........................................  72 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
1. Nama lengkap  : MR. ABDULASIS SANI 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Yala (Thailand Selatan) 
  11 November 1992 
3. Jenis Kelamin  : Lelaki 
4. Agama   : Islam  
5. Kebangsaan/Suku  : Patani (Thailand)/Melayu 
6.  Status    : Belum Kawin 
7. Pekerjaan    : Mahasiswa 
8. Alamat   : Jl. Inong Balee Lr. Ayahanda No.  
  54 D. Rukoh Kec. Syiah Kuala  
  Bandar Aceh 23112 
9. Nama Orang Tua 
a. Ayah    : Mr. Abdulmutoleb Sani 
b. Ibtu   : Miss Waesapiyoh Sani 
c. Pekerjaan   : Pedagang/petani 
d. Alamat   : No.46 K.Thupla Kec Khopho  
  Prov. Pattani 94180 
10. Riwayat Pedidikan   
a. Sekolah kebangsaan Thai (Pratom) SD Tamatan 2004 
b. Madrasah Solihiyah Adaniyah  Tamatan 2007 
c. Madrasah Solihiyah Adaniyah  Tamatan 2010 
d. Perguruan Tinggi   UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh Masok Tahun 2011 
 
Demikaianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, 
 
 
  
Bandar Aceh, 30 Juli 2017-07-21 
Penulis 
 
 
Mr. Abdulasis sani 
131109179 
